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Menjalankan sistem perpajakan di suatu negara tidaklah 

mudah. Meskipun terdapat hukum yang mengatur dan mengikat 

didalamnya, tidak menjamin bahwa sistem perpajakan mampu 

berjalan dengan baik tanpa permasalahan perpajakan yang 

muncul dikemudian hari. Banyak sekali rintangan dan hambatan 

yang dihadapi pemerintah baik dari pihak internal yaitu lembaga 

negara maupun pihak eksternal antara lain masyarakat sebagai 

wajib pajak. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

peningkatan pembangunan dan keberlangsungan roda 

pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat meskipun manfaat 

dari penerimaan pajak tersebut tidak langsung dirasakan oleh 

masyarakat. Walau manfaat dari pajak yang dipungut tersebut 

tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, pemahaman pajak dari 

perspektif hukum memandang pajak sebagai perikatan yang 

timbul akibat adanya undang-undang yang bersifat memaksa dan 

mewajibkan setiap individu maupun badan yang berada dalam 

wilayah dimana pajak tersebut diterapkan. Seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan 

bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

  

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pengaturan perpajakan secara hukum 

juga telah dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) baik 

sebelum amandemen maupun setelah dilakukan amandemen 

yang keempat. Pada teks asli UUD Tahun 1945120, dalam Hal 

Keuangan pada 

´3DVDO 23 menyatakan: 

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap 

tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan 

Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan 

pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun 

yang lalu. 

2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-

undang 

3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-

undang. 

  

PAJAK DAN SISTEM 

PEMUNGUTANNYA 
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A. Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Definisi pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan 

:LFDNVRQR�� ´3HPHULNVDDQ� DGDODK serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti 

yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

XQGDQJDQ� SHUSDMDNDQµ127. Sedangkan pemeriksaan pajak 

menurut Erly Suandy, ´6HUDQJNDLDQ kegiatan mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan. Untuk 

melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan 

tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga 

pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. 

Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja 

pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang 

memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, ruang 

lingkup, norma, SHODNVDQDDQ�GDQ�SURGXN�GDUL�SHPHULNVDDQµ128. 

Kemudian definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo 

antara lain, ´3HPHULNVDDQ pajak adalah sebagai serangkaian 

kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan 

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

PEMERIKSAAN 

PAJAK 
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A. Hakikat Hukum Pajak 

Pandangan filosofis mengenai pajak bermula dari teori 

kedaulatan yang dianut oleh penganut paham hukum positif. 

Kedaulatan yang mencerminkan kekuasaan ini dapat mengatur 

warga Negara, tujuan Negara, dan berbagai aspek 

pemerintahan dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu 

Negara termasuk didalamnya adalah memungut pajak133. 

Berdasarkan teori kedaulatan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pajak ini bersifat memaksa. 

Munir Fuady menjelaskan dalam tinjauan hukum bahwa 

sebagai imbangan dari kewajiban pajak yang bersifat memaksa, 

hukum pajak juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak 

tertentu bagi Wajib Pajak. Tujuan dari pengaturan ini adalah 

untuk menciptakan sistem keteraturan yang baik dan tertib 

dalam perpajakan sesuai dengan konsep keteraturan hukum. 

Keteraturan hukum ini diperlukan sebagai unsur dalam 

pengertian hukum sebagai norma sosial135. Dalam hal ini pula, 

Satjipto juga memaparkan bahwa hukum bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat136, yang mana kepentingan 

hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh negara. 

  

HUKUM PAJAK 
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A. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dalam melakukan transaksinya baik secara komersial 

ataupun fiskal, maka terjadi hubungan transaksi antar penjual 

dan pembeli. Adapun pengertian pembeli menurut UU No. 42 

Tahun 2009 adalah sebagai berikut:  

Pasal 1 Angka 21 

´Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 

seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang 

membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena 

Pajak tersebut.µ 

Sedangkan penerima jasa adalah:  

Pasal 1 Angka 22 

´Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang 

menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena 

Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar 

Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.µ 

Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak 

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur 

Pajak hanya dapat diterbitkan oleh pengusaha yang telah 

dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur 

Pajak merupakan dokumen penting dalam sistem PPN 

terutama tentang adanya nilai tambah. Bagi penjual faktur 

pajak akan berfungsi sebagai pajak keluaran,UU No. 42 Tahun 

2009 Pasal 1 Angka 25, berbunyi  

FAKTUR PAJAK 
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A. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah 

Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 

undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan 

pidana atau tindak pidana159. Menurut K. Wantjik Saleh, ada 6 

(enam) istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk 

menterjemahkan istilah ´VWUDIEDDU IHLWµ atau ´GHOLNµ ini, yaitu160: 

1. Perbuatan yang boleh dihukum 

2. Peristiwa pidana 

3. Pelanggaran pidana 

4. Perbuatan pidana 

5. Tindak pidana 

Untuk memahami pengertian tindak pidana terdapat 

beberapa pandangan mengenai arti tindak pidana, antara lain: 

Menurut Moeljatno yang menyatakan tindak pidana 

adalah perbuatan yang dilarang di ancam dengan pidana 

terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan 

ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu 

hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. 

Selain dari pada itu menurutnya unsur unsur pidana adalah: 

  

TINDAK PIDANA 

PERPAJAKAN 
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A. Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana 

Ultimum Remedium merupakan istilah hukum yang biasa 

dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang 

merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan 

hukum181. Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan 

bahwa Ultimum Remedium sebagai alat terakhir182. Kemudian 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa norma-norma atau 

kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum 

tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan 

sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang 

hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi 

perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata 

ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan 

neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi 

pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium183. 

Wirjono juga mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai 

senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan 

dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Jadi, dari sini 

dapat diketahui bahwa ultimum remedium merupakan istilah 

yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana184.Istilah lain 

dalam ultimum remedium dikenal sebagai asas hukum. Sajipto 

Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah norma 

hukum konkret karena asas hukum adalah jiwanya norma 

hukum. Asas hukum dikatakan sebagai jiwanya norma hukum 

atau peraturan hukum karena merupakan dasar lahirnya 

peraturan hukum (ratio legis-nya peraturan hukum). Tepatnya 

PENEGAKAN 

TINDAK PIDANA 

PERPAJAKAN 
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